PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jin. Jenderal Sutoyo No. 4 Telp/Fax: (0334) 881446 Email : dou tataruang@lumajangkab go.id
LUMAJANG-67315

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN LUMAJANG

Nomor ; 188.45 /933 427 59 /2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
FADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang . a.  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar
pelayanan;

b.  bahwa unluk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dengan
Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggara Negara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomar 8 Tahun 2016
Tentang Pelayanan Fublik.

MEMUTUSKAN. . .. _................



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang mengacu pada
standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Lumajang ini yang dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU terdiri atas :

1. Standar Pelayanan Ngapling (Ngaspal Keliling);

2. Standar Pelayanan Sewa Aset Tanah Pertanian Eks Bengkok

Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang;

Standar Pelayanan Surat Informasi Tata Ruang;

Standar Pelayanan Alat Berat dan Uji Konstruksi;

Standar Pelayanan Izin Pemakaian Tanah Pengairan;

Standar Pelayanan Rekomendasi Reklame Permanen di Ruang

Milik Jalan (Rumija);

7. Standar Pelayanan Permohonan Surat ljin Usaha Jasa
Konstruksi (SIUJK).

oh B

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan
sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di  : LUMAJANG
Pada Tanggal : 04 Januari 2021




. LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KABUPATEN LUMAJANG

1 188.45 /017 [427.59 (2021
04 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN NGAPLING (NGASPAL KELILING)

1.

Persyaratan

Foto lokasi kerusakan dan kelerangan litik lokasi.
Dikirimkan melalui surat ke Dinas atau melalui media social atau
melalui call center (sms, wa, dan telephone)

.8

Sistem, mekanisme
dan prosedur

Dapat dijelaskan melalui alur

Pelapor

'

Admin

!

Dinas PUTR

'

URT Jalan dan
Jembatan

Mekanisme dan prosedur :

1. Pemohon mengirimkan laporan terkait adanya Kkerusakan
dengan menyertakan persyaratan seperti foto lokasi kerusakan |
dan keterangan ftitik lokasi melalui call center, surat ke Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau melalui media sosial,

2. Admin merespon laporan dan melaporkan kepada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memberikan arahan
kepada Admin untuk membalas sesuai petunjuk;

4. UPT Jalan dan Jembatan melaksanakan perbaikan ke ftitik
lokasi kerusakan.

| 3. | Jangka Waktu Maksimal 3 (tiga) hari kerja dari pelaporan sudah ada respon dari
Admin NGAPLING dan tindak lanjut.
| 4. | Biayaftarif Gratis
5. | Produk Layanan Penanganan berupa pemeliharaan jalan dan pekerjaan non
permanen dalam merespon langsung masukan dari masyarakat
i Penanganan Call center : 08113396445 Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan
' Pengaduan Umum dan Tata Ruang JI. Jendral Sutoyo No. 4 Lumajang 67315
Website ; https://laparlumajang.lumajangkab.qo.id/
7. | Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34

2. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomar 8 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Jalan




Evaluasi kinerja
pelaksana

8. Sarana dan 1. Alpomant truk;
prasarana, dan / 2. Mobil pick up:
atau fasilitas 3. Baby Roller;
4, Stamper;
| 5. Alat dan Bahan Pendukung.
9. Kompetensi 1. Cara penanganan pemeliharaan jalan,
pelaksana 2. Cara penanganan bahu jalan;
3. Cara penanganan bangunan penunjang;
4. Cara penanganan darurat.
10. | FPengawasan | Kepala Bidang Bina Marga
Internal
11. | Jumlah Pelaksana 40 orang yang terbagi menjadi 5 wilayah kerja
12. | Jaminan pelayanan Apabila setelah dilakukan penanganan masih terjadi kerusakan lagi
maka akan segera dilakukan penanganan ulang.
13. | Jaminan keamanan Pelaksanaan penanganan sesuai dengan spesifikasi teknis dan

Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3).

1.

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) dengan mekanisme sebagai berikut

a. Beberapa pelapor secara acak akan diberikan formulir SKM
untuk diisi;

b. Pengumpulan dan pengolahan data;

c. Analisa data dan evaluasi;

d. Tindak lanjut hasil evaluasi;

Evaluasi dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan




STANDAR PELAYANAN SEWA ASET TANAH PERTANIAN EKS BENGKOK MILIK PEMERINTAH

KABUPATEN LUMAJANG

Persyaratan

Lokasi lelang tanah Aset Pemkab Lumajang

Sistemn, mekanisme
dan prosedur

Dapat dijelaskan melalui alur

[ surveriahan | (

| SK tim fasiltasi

tanah aset e
pemanfaatan tanah

FEM DA, !

pengumuman lelang |

—

¥
Pamasukan dan w

Penjelasan lelang

pembukaan 4 Pandaftaran lzlang |+——

<epadca peserta

penawaran lelang

k4 ——

Penctapan Penandatanganan
PEmMEeNang » perjanjian Sekda dan Pengarsipan [
lelang pemenang lefang ﬂn_ |

Mekanisme dan prosedur :

1. Survey lahan tanah Aset Pemkab Lumajang dan melakukan
rapat tim;

2. Pengumuman lelang;

Anwizing / Penjelasan lelang kepada peserta,

4. Pendaftaran lelang dengan kelengkapan seperti biaya jaminan,
materai, surat pengajuan, surat penawaran dan fotocopy KTP;

5. Pemasukan dan pembukaan penawaran lelang;

Penetapan pemenang lelang;

Penandatanganan perjanjian Sekda dan pemenang lelang

(dokumen perjanjian dan risalah lelang);

8. Pengarsipan dokumen perjanjian dan risalah lelang.

o

o

Jangka waktu

21 hari kerja

Biaya/ tariff

Produk Layanan

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kabupalen Lumajang
Tentang Harga Dasar

Perjanjian sewa tanah Aset Pemkab Lumajang

Fenanganan
pengaduan

Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang JI.
Jendral Sutoyo No. 4 Lumajang 67315
Website . https://laperlumajang.lumajangkab.go.id/

7. | Dasar hukum 1. Peraturan Pemerintah Rl Nemor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah
2. Keputusan Bupati Nomor 188.45/188/427.12/2018 tentang
Panitia Pelaksana Persewaan Tanah Aset Pemerintah
Kabupaten Lumajang
8. | Sarana dan 1. Komputer dan software GIS
Frasarana, dan/ atau 2. Buku Register
fasilitas 3. ATK
4. Printer
5. Berkas atau dokumen pengajuan lelang sewa tanah
9. | Kompetensi Dapat melakukan negosiasi lelang tanah Aset Pemerintah




' pelaksana

Kabupaten Lumajang

pelaksana

- 10. | Pengawasan internal | : | Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
11, Jumiah pelaksana .11 (sebelas) orang
12. Ja.r.ninan pelayanan -
_13. Jaminan keamanan I =
| 14, | Evaluasi kinerja Laporan Kegiatan persewaan tanah aset rnil-il-c Pemerintah

Kabupaten Lumjang (Eks Bengkok Kelurahan) Kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten Lumajang

DN TATA RIS




STANDAR PELAYANAN SURAT INFORMASI TATA RUANG (SITR)

Persyaratan

BIDANG TATA RUANG

: | Lokasi dan titik koordinat pemohon

Sistem,
mekanisme dan
prosedur

: ‘ Dapat dijelaskan melalui alur

| Disposia: ke
— biclang Tata

Proses
Pamohon

adrinistrasi cak | | =
: b Survei koordinat

knlengkapan
berkas (55

mengajukan surai

ke DPRARTSA | Ruang

A .I..___

Proses ovelay
Sistem Informasi
Gaoprafis

F

4| Pemerbitan SITR |4 —

Anallsz peruntukan

kawasanbdengan +
PERDA terkait

(
|.

Sl

o

Panpgiriman
DPRAPTSR

Mekanisme dan prosedur :

Mengajukan surat ke DPMPTSP

Proses administrasi Cek kelengkapan berkas OSS

Disposisi ke Bidang Tata Ruang

Proses overlay sistem informasi geografis

Analisa kawasan peruntukan dengan peraturan daerah terkait (
perda RTRW kabupaten lumajang No. 2 tahun 2013)

Penerbitan surat informasi Tata Ruang (SITR)

. DPMPTEP  mengeluarkan ijin Tata Ruang berdasarkan surat

infornasi Tata ruang (SITR)

Proses pengerjaan maksimal 4 hari

Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang JI. |

. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis
Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam

PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Tata

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan

{3, | Jangka waktu
4. | Biaya/ tariff Gratis
5. | Produk layanan Surat informasi Tata Ruang (SITR)
6. | Penanganan
= pengaduan Jendral Sutoyo No. 4 Lumajang 67315
‘ Website : hitps://laporlumajang.lumajangkab.qo.id/
7. | Dasar hukum 1
2,
Penyusunan Rencana Tata Ruang
3.
Ruang;
4.
5.
Kabupaten Lumajang Tahun 2012 — 2032;
8. | Sarana dan 1. Alat tulis kantor
Prasarana dan/ 2. Komputer dan aplikasi (GIS dan Google Earth)
atau fasilitasi 3. Buku pencatatan surat
Fﬂ. Kompetensi 1
Pelaksana software GIS
2

. Memiliki kemampuan analisa pada perencanaan wilayah dan kota




3. Memiliki kecermatan dan ketelitian
| — N I
10 | Pengawasan : | Kasi pemanfaatan dan pengendalian Tata RKuang
| ;
internal
11. | Jumlah 2 (Dua) orang + 1 (satu) Kasie pemanfaatan dan pengendalian Tata
pelaksana Ruang
12. | Jaminan -
pelayanan
13. | Jaminan Informasi Tata Ruang yang disampaikan sesuai dengan Perda Kab.
keamanan Lumajang No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kab. Lumajang Tabun
2012 - 2032
14. | Evaluasi Kkinerja Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan
pelaksana kedisiplinan




STANDAR PELAYANAN ALAT BERAT DAN UJI KONSTRUKSI

K

Kantor UPT

Persyaratan 1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas
‘ 2. Surat disposisi Kepala Dinas
| 3. Menandatangani surat perjanjian
| 2. Sistem, mekanisme Dapat dijelaskan melalui alur
dan prosedur
@D_.rﬂantm Dinas
PUTR
Eksekusi
Mekanisme dan prosedur ;
1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala Dinas
2. Petugas melampirkan lembar disposisi
3. Surat dikirim ke Kantor UPT
4. FPemohon menandatangani surat perjanjian
3. | Jangka Waktu 2 (dua) hari kerja apabila semua pengajuan dilengkapi dengan
' pendukung yang benar
4. | Biaya / tarif Gratis
5. | Produk Layanan Jasa Pelayanan Alat Berat dan Uji Konstruksi
6. | Penanganan Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang JI.
Pengaduan Jendral Sutoyo No. 4 Lumajang 67315

Website : https:/laporlumajang.lumajangkab go.id/

Dasar Hukum

1. PERDA No.8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah

2. PERBUP No.60 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi

1. Alat Berat
2. Peralatan Uji Konstruksi

Tenaga terampil dibidangnya

. Kepala UPT

2 (dua) orang per item |

Bilamana surat permohonan sudah lengkap dan benar maka
pelayanan akan tepat waktu dan menerima hasil pekerjaan alat

berat dan hasil uji tes konstruksi

8. | Sarana dan
prasarana, dan f
atau fasilitas

9. | Kompetensi
pelaksana

10. | Pengawasan
Internal

11. | Jumlah Pelaksana

12. | Jaminan pelayanan

13. | Jaminan keamanan

Sesuai kebutuhan dilapangan




14, | Evaluasi kinerja | : | 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
pelaksana I (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Setiap pemohon jasa pelayanan alat berat dan uji konstruksi
secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi

b. Pengumpulan dan pengolahan data

¢. Analisa data dan evaluasi

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

I 2. Evaluasi berdasarkan pegawasan atasan |langsung terkait

kinerja dan kedisiplinan

LA DINAS
JAN TATA RUANG



STANDAR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN

' T
1.

Persyaratan

[

Foto Kopi ldentitas Pemohaon

2. Surat Permohonan lzin Pemakaian Kekayaan Daerah
3. Surat Pernyataan lzin Pemakaian Kekayaan Daerah

(bermaterai 8000)

4. Denah Lokasi / Gambar Teknis yang telah disetujui oleh Kepala

Bidang Sumber Daya Air

5. Rincian Penetapan Retribusi

3

Sistem, mekanisme
dan prosedur

]

Dapat dijelaskan melalui alur

Mekanisme dan prosedur :

1. Pemohon mengajukan Permohonan IPKD melalui Koordinator
Wilayah Sumber Daya Air sesuai dengan wilayah kerjanya
dengan menunjukkan Lokasi yang diminta perizinannya ;

2. Petugas Teknis dari Bidang Sumber Daya Air akan melakukan

Suvey Lokasi sebagai berikut :
a

memastikan lokasi yang dimohon secara teknis tidak
merugikan/menghambat kegiatan Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;

Apabila disetujui, maka akan dilakukan pengukuran,
pencatatan lokasi secara digital (GPS) dan proses

Pembuatan Denah Lokas/Gambar Teknis :

c. Apabila tidak disetujui, maka berkas permochonan akan

dikembalikan
Pemohonan melengkapi berkas administrasi
Pemerikasaan Berkas Administrasi dan Gambar Teknis oleh
Koordinator Wilayah dan Kepala Seksi Bina Manfaat
Berkas Administrasi yang sudah lengkap/disetujui akan
ditandatangani oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air
Penerbitan Rincian Penetapan Retribusi Kekayaan Daerah
Berkas dikirim kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lumajang
Setelah diperiksan oleh Petugas Verifikasi, maka dilakukan
Pembayaran Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah ;
Penerbitan Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD)
dan meregister arsip

10. Surat IPKD diserahkan kepada Pemohon

Jangka waklu

1:

Perpanjangan Izin 7 (tujuh) hari sejak berkas diterima

2. Permohonan lzin Baru 30 (tiga puluh) hari sejak berkas




Pemakaian tanah Pengairan
berdasarkan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 dan
Bupati Lumajang Nomaor

Sural lzin Pemakaian Kekayaan Daerah (IPKD)

Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Jl.
Jendral sutoyo No. 4 Lumajang 67315
Website : https://laporlumajang. lumajangkab oo id/

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya

| diterima
4. | Biaya/ tariff Tarif disesuaikan Peruntukan
Surat Keputusan
188.45/195/427.12/2015
9. | Produk Layanan
6. | Penanganan
pengaduan
7. | Dasar hukum
Air

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Momor 08 tahun 2015 tentang Penetapan
Garis Sempadan Jaringan Irigasi

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Noemor 8 tahun 2012
tentang Retribusi Kekayaan Daerah

5. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/195/427.12/2015
tentang Tarif Sewa Tanah Milk Pemeritah Kabupaten
Lumajang Berupa Tanah Pengairan Yang Dimanfaatkan Untuk

=¥

c-::l_t}. Fengawasan internal

1.

| Pertanian
8.  Sarana dan 1. Komputer
Prasarana, dan/ atau 2. Meja dan Kursi
| fasilitas 3. Printer
4, Buku Register
5. Petugas Teknis Lapangan
9. | Kompetensi Dilaksanakan oleh Petugas lzin Pemakaian Tanah Pengairan yang
pelaksana terdiri dari Petugas Teknis dan Petugas Administrasi

Kepala Seksi Bina Manfaat Bidang Sumber Daya Air

Jumilah pelaksana

6 (enam) orang

Apabila Penyelesaian |zin lebin dari waktu yang ditentukan sejak

maka Surat lzin
kerumah vyang

berkas diterima dengan lengkap dan benar,
Pemakaian Kekayaan Daerah akan diantar
bersangkutan

Spesifikasi Surat |zin yang sesuai dengan tata Naskah Dinas

12. | Jaminan pelayanan

13. | Jaminan keamanan

14. | Evaluasi kinerja
pelaksana

. 1. Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan |langsung terkait
kinerja dan kedisplinan




STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERIJINAN REKLAME DI RUMIJA

: =
1. | Persyaratan | 1. Membawa berkas DPMPTSP

2, Membawa gambar design reklame
3 Membawa perhitungan struktur

2. | Sistem, mekanisme | : | Dapat dijelaskan melalui alur
dan prosedur

-
Pemohon mengajukan
kelerghapar persyaratan

tekomendasi pefjanjian
rakisme ke DFMPTSP
=)

T

Permokonan - — -
rekomendas reklame Berkss Lengkap
PEFMANEN QILENMa can Diserahkan ke DPUTR /}H_
digeriksa aleh DPMPTEP = AN e
\ / : - M
S S ~7 Suresl oleh tim R'H
""""""""""""""""" < teakeris perijinan e
tidak g
reklame -
\“x._h ,-"f
-\-\"‘H\I_.-'"

persyaratan administras m Bina Ma:ga DPUTR

PRI e B p— . '.

F Veartjkasi perhiturgan Perhiturgsn SKRD unbui |
konstruksi gan T — sEwE tenah Rumifa oleh |

" J

T
[ Penertiban Aekomendas J

Reciame

Mekanisme dan prosedur :

1. Pemohon mengajukan kelengkapan persyaratan rekomendasi
perjanjian reklame ke DPMPTSP

2. Permohonan rekomendasi reklame permanen diterima dan
diperiksa oleh DPMPTSP

| 3. Berkas lengkap akan dikirimkan ke DPUTR

‘ . Tim Teknis Perijinan Reklame melakukan survei

5. Tim bina marga DPUTR. melakukan perhitungan SKRD untuk
sewa tanah Rumija

6. Verifikasi perhitungan konstruksi dan persyaratan administrasi

7. Penertiban Rekomendasi Reklame

o

3. | Jangka Waktu ' | 4 (empat) hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

4. | Biaya / tarif - | 7500/m?

5. | Preduk Layanan . | Rekomendasi Reklame Permanen di Ruang Milik Jalan |

8. | Penanganan | Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang JL |
Pengaduan Jendral Sutoyo No. 4 Lumajang 67315

|
Website : hitps.//laporiumajang.lumajangkab.go.id/

7.  Dasar Hukum . | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Fajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;




e

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/SE/M/2011
Perihal Tata Cara Penyewaan Tanah Dan Sarana/Prasarana

Kementerian Pekerjaan Umum  Untuk Fenyelenggaraan
Reklame.
8. | Sarana dan 1. Komputer
prasarana, dan /[ 2. Meja dan Kursi
atau fasilitas 3. Printer
4. Buku Register
9. Petugas Teknis Lapangan
9. | Kompetensi Tenaga terampil dibidangnya
pelaksana
10. | Pengawasan Kepala Seksi Bina Manfaat Bina Marga
Internal

Jumlah Pelaksana

3 (tiga) orang

Jaminan pelayanan

Jaminan keamanan

Jika dokumen sudah lengkap akan segera diproses

Spesifikasi Surat Izin yang sesuai dengan tata Naskah Dinas

——

Evaluasi
pelaksana

kinerja

1:

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Setiap pemohon jasa pelayanan alat berat dan uji konstruksi
secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi

b. Pengumpulan dan pengolahan data

c. Analisa data dan evaluasi

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Evaluasi berdasarkan pegawasan atasan langsung terkait

kinerja dan kedisiplinan




STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN SIUJK

1.

Fersyaratan

Perpanjangan / Perubahan f Baru IUJK
1.

Surat permoehenan

2. Surat pernyataan kebenaran dokumen
3.
4. Data administrasi

Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam

a. Umum :
Lampiran ;
Surat keterangan domisili perusahaan
Rekaman KTA Asosiasi
Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Rekaman |[UJK lama
Rekaman TDP/SIUP
Rekaman sertifikat kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan+bukti juran bulan terakhir
7. Foto Direktur ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
b. Landasan Hukum
Lampiran :
1. Rekaman akta Pendirian
2. Rekaman akta Perubahan Terakhir (jika ada)
c. Pengurus Badan Usaha
Lampiran :
1. Rekaman KTP
2. Rekaman ljazah terakhir
3. Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri
4. Daftar Riwayat Hidup
Data Keuangan
Lampiran :
a. Neraca Akhir Tahun Terakhir
b. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) + laporan
tahunan/bulanan
c. Rekaman status kepemilikan tanah / bangunan tempat usaha
d. Audit Independen (bagi PT)
Data Personalia
Lampiran :
a. Rekaman KTF
b. Rekaman ijazah terakhir
¢. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat
Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawa Teknik Badan
Usaha
d. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung
Jawab BUJK
e. Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri
f. Daftar Riwayat Hidup
Data Peralatan / Perlengkapan
a, Peralatan Operasional
b. Peralatan Kantor
Lampiran :
Rekaman bukti kepemilikan peralatan (sesuaikan antara
daftar dan bukti)
Data Pengalaman Badan Usaha
Lampiran :
Rekaman Surat Perjanjian Kerja / Kontrak + rekaman SPP (pajak
PPN PPH)

5 - g kX




9. Data Kantor
Lampiran :
a. Peta Lokasi / Denah Kantor
b. Foto papan nama Badan Usaha

HER REGISTRASI
1. Surat Permohonan
Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (materai 6000)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilampiri bukti laporan pajak
tahunan terakhir
Kartu Tanda Anggota Asosiasi (dilegalisasi)
Sertifikat Badan Usaha (dilegalisasi)
IUJK Lama
Kartu Penanggung Jawab Teknik
Sertifikat Tenaga Kerja Ahli (SKT/SKA)
Bukti pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan
Daftar laporan Kegiatan Usaha Tahun lalu dilampiri foto copy
kontrak + SPP (PPN &PPH)

ol B Sl

2. | Sistem, mekanisme ' :

dan prosedur

Dapat dijelaskan melalui alur

Femqhnn Permariksaan
mengajukan dekumen
dokumean 1,
permehonan
) Dokumen
f * ! memenuhi
i
]

i R S l

|

| Verifikesi
------------------------------------------ lapangan sesua

[ Pemberdan [UJK ]-q—[ FPengesahan ]4_[ Panceiakan UK ]

Mekanisme dan prosedur :

1. Pemochon mengajukan surat permohonan pengajuan SIUJK

2. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen

a. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka
permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada
pemohon untuk dilengkapi

b. Jika dokumen permohonan lengkap dan benar, maka
permohonan akan ditindaklanjuti dan dilakukan verifikasi
lapangan sesuai kebutuhan

Petugas akan mencetak IUJK

Pengesahan IUJK

5. Penyerahan SIUJK ke pemohon

s 2

3. | Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja apabila semua pengajuan dilengkapi dengan
pendukung yang benar
4. | Biayaltarif Gratis
| 5.  Produk Layanan SIUJK




Penanganan
Fengaduan

Telp. (0334) 881446 ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang JI,
Jendral Sutoyo No. 4 Lumajang 67315
Website : hitps://laporlumajang.lumajangkab.qgo.id/

| Daszar Hukum

: | 1. UU No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

2. Perpres No. 16 Tahun 2018
8. | Sarana dan | : | 1. Peralatan komputer
prasarana, dan /| |2. Mejakerja
atau fasilitas 3. Kursi
4. Ruang Pelayanan |
9. | Kompetensi Dilaksanakan oleh petugas yang berkaitan dengan SIUJK untuk
pelaksana mendapatkan pengesahan izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
| Ruang
| 10. | Pengawasan Kepala Bidang Teknis dan Konstruksi
Internal

Jumlah Pelaksana

5 (Lima) orang

13.

Jaminan pelayanan

Bilamana surat permochonan sudah lengkap dan benar maka
pelayanan akan lebih singkat

Jaminan keamanan
14. | Evaluasi kinerja
pelaksana

Spesifikasi surat izin sesuai dengan tata cara regulasi yang ada

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Setiap pemochon penerbitan SIUJK secara acak akan

diberikan formulir SKM untuk diisi

b. Pengumpulan dan pengolahan data
c. Analisa data dan evaluasi
d. Tindak lanjut hasil evaluasi

2. Evaluasi berdasarkan pegawasan atasan langsung terkait kinerja
dan kedisiplinan
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